Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
CAMAT BOJA
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.6.3.4/082026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BOJA TAHUN 2025

bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi
tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah- daerah
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

»,

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757):

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846):



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di



10.

11.

12.

13.

14.

58

Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta:

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 T ahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor
1170):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015



tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 27):

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741):

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3
Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kendal No
96):

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.
1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan. Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E
No.40);

I.embar Pengujian Konsekuensi
MEMUTUSKAN :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025 KECAMATAN BOJA

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang
Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boja
Pada tanggal 2026
CAMAT BOJA KAB. KENDAL
SELAKU

ATASAN B ﬁ;”“ "‘-.-;- GELOLA INFORMASI
D /'/ \e :l!‘:m,;\v_n)\

8! PELAKSANA,

257 O\
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Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Apr
Kecamatan Boja tela
sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

il tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di

h dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

‘ dan Kepegawaian
L |

NO NAMA ! JABATAN [ UNIT KERJA TANDA |
i l TP;NGAN
1 | SUNARTO, S.Sos Camat Boja i Kecamatan ' \va
| Mok ,NL('r /
2 | RR.DIAN INDRIASARI,SH. Sekretaris | Kecamatan ; O h;g&, '
MH Kecamatan | Boja |
3 | UMI HERAWATI,SE - Kasi | Kecamatan |
| Pemberdayaan Boja [
i Masyarakat ‘ I F
| 4 | UMI HERAWATI,SE 1‘ Plt. Kasii Kecamatan
| Pelayanan Umum ’\ Boja ‘ ;D }'Jq‘ |
5 | NURKAFIDIN,SH | PIt Kasi: Kecamatan | ,
| Ketentraman Boja ’
‘ dan Ketertiban i p
ANTONI DESTIAN | Kasi Pemerintahan | Kecamatan < g
HIDAYAT.ST | | Boja
6 | DESSY NILAWATI, S.Sos | Kasubag | Kecamatan :
' Perencanaan | Boja ~?~/—-f
‘ dan Keuangan |
—TDESSY NILAWATI S Sos | PIt Kasubag | Kecamatan |
| Umum ' Boja l W‘
‘ 1

Demikian Pengujian Konseku

ATASAN PEJ

ensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Boja
Pada tanggal 2026
CAMAT BOJA KAB. KENDAL

»
A

SELAKU
AT PENGELOLA INFORMASI




